
 

 
 

 

 
 

GUBERNUR MALUKU 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU 

NOMOR 4 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PEMERINTAHAN DESA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR MALUKU, 

 
Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik 

Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk 
sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi 

kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat 

menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan 
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang 

adil, makmur, dan sejahtera; 

c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan perlu diatur dengan 

Peraturan Daerah; 

d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa untuk mengoptimalkan 

penyelenggaraan dan pelaksanaan kelembagaan dan 
pemerintahan desa; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman 

Kelembagaan dan Pemerintahan Desa;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 

79) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1617); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Umum Teknis Peraturan di Desa. (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa. (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor  43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU 
dan 

GUBERNUR MALUKU 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN  

                      DAN PEMERINTAHAN DESA 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku. 

2. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. 
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa. 
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah Rencana 

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun.  
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, 

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan 
permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.  

13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
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desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari  kekayaan 

desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.  

14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat. 
15. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 

badan permusyawaratan desa.  
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

18. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.  

19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.  

20. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli 
desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.  

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.  

22. Landasan Pedoman kelembagaan dan pemerintahan desa berdasarkan 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

23. Pengaturan tentang pedoman kelembagaan dan pmerintahan desa 

berasaskan: 
a. rekognisi; 

b. subsidiaritas; 

c. keberagaman; 
d. kebersamaan; 

e. kegotongroyongan; 

f. kekeluargaan; 
g. musyawarah; 

h. demokrasi; 

i. kemandirian; 
j. partisipasi; 

k. kesetaraan; 

l. pemberdayaan; dan 

m. keberlanjutan.  
24. Pengaturan Pedoman Kelembagaan dan Pemerintahan Desa bertujuan: 

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah 

ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
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b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam 

sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan 
keadilan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Maluku; 

c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat 

desa; 

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa 

untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan 

bersama; 

e. membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, 

terbuka, serta bertanggung jawab; 

f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 

g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna 

mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan 

sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 

h. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi 

kesenjangan pembangunan nasional; dan 

i. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini : 

a. kedudukan dan jenis desa; 

b. penataan desa ; 

c. kewenangan desa; 

d. penyelenggaraan pemerintahan desa; 

e. hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa; 

f. pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan; 

g. badan usaha milik desa; 

h. kerjasama desa; 

i. lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa; 

j. ketentuan khusus desa adat; dan 

k. pembinaan dan pengawasan. 

 

BAB III 

KEDUDUKAN DAN JENIS DESA 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 
 

Pasal 3 

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. 
Bagian Kedua 

Jenis Desa 

Pasal 4 

(1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. 

(2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. 
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BAB IV 

PENATAAN DESA 
 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan 
penataan desa. 

(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil 

evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: 

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 

b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; 
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 

d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa;dan 

e. meningkatkan daya saing desa. 
(4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pembentukan; 

b. penghapusan; 
c. penggabungan; 

d. perubahan status;dan 

e. penetapan desa. 

 
Pasal 6 

Dua desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi desa baru 

berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan dengan memperhatikan 
persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 
 

 

Pasal 7 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, 
penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan 

atau kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (4) yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diajukan 

kepada Gubernur. 

(2) Gubernur melakukan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan 
status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan 

nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, dan/atau 
peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

(1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah. 

 

(2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan 

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah 

Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi 

Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari. 
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(3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak 

dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan 

oleh Gubernur. 
(4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak 

memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang 

dimaksud dalam Pasal 7 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan 
Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya 

dalam Lembaran Daerah. 

(5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan 
Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan 

Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah 

tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya. 
 

 

Pasal 9 

(1) Peraturan Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, 

penggabungan, dan perubahan status desa menjadi kelurahan atau 

kelurahan menjadi desa diundangkan setelah mendapat nomor 

registrasi dari Gubernur dan kode desa dari Menteri. 
(2) Peraturan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disertai lampiran peta batas wilayah desa. 

 
BAB V 

KEWENANGAN DESA 

 
Pasal 10 

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. 

 
Pasal 11 

Kewenangan desa meliputi: 

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

b. kewenangan lokal berskala desa; 
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi, atau 

Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi, atau 
Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 12 

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 
berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b 

diatur dan diurus oleh desa. 

 

Pasal 13 

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan 

tugas lain dari Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan huruf d diurus oleh 
desa. 
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Pasal 14 

(1) Penugasan dari Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah 
Kabupaten/kota kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya. 

 
 

BAB VI 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 15 

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. 

 
Pasal 16 

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: 

a. kepastian hukum; 

b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; 

c. tertib kepentingan umum; 

d. keterbukaan; 

e. proporsionalitas; 

f. profesionalitas; 

g. akuntabilitas; 

h. efektivitas dan efisiensi; 

i. kearifan lokal; 

j. keberagaman; dan 

k. partisipatif. 

 

Bagian Kedua 

Pemerintah Desa 
 

Pasal 17 

Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah Kepala 
Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat 

desa atau yang disebut dengan nama lain. 

 
Bagian Ketiga 

Kepala Desa 

 

Pasal 18 

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala desa berwenang: 

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; 

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 

d. menetapkan peraturan desa; 
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e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

f. membina kehidupan masyarakat desa; 
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; 

h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; 

i. mengembangkan sumber pendapatan desa; 

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 

negara guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; 

l. memanfaatkan teknologi tepat guna; 

m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 
n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;dan 
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa berhak: 

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa; 

b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa; 

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang 

dilaksanakan; dan 
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya 

kepada perangkat desa. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa berkewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; 
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan desa yang akuntabel, 
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari 

kolusi, korupsi, dan nepotisme; 

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di desa; 

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; 

i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; 
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

desa; 

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; 
l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa; 

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; 

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di 

desa; 
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup;dan . 

p. memberikan informasi kepada masyarakat desa. 
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Pasal 19 

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Desa wajib: 

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap 
akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; 

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada 

akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; 
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan 

secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir 

tahun anggaran;dan 

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir 

tahun anggaran. 

 
Pasal 20 

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 dikenakan sanksi 
administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan 
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 

 

Pasal 21 

Kepala Desa dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum; 

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota 

keluarga, pihak lain, dan/atau  golongan tertentu; 
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau 

golongan masyarakat tertentu; 
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa; 

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, 

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan 
atau tindakan yang akan dilakukannya; 

g. menjadi pengurus partai politik; 

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 
i.    merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan 

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam 

peraturan perundangan-undangan; 

j.    ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum 
dan/atau pemilihan kepala daerah; 

k. melanggar sumpah/janji jabatan;dan 

l.     meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-
turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 
Pasal 22 

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau 

teguran tertulis. 
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(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan 
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 

 

Bagian Keempat 
Musyawarah Desa 

 

Pasal 23 

(1) Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti 
oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur 

masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. penataan desa; 

b. perencanaan desa; 

c. kerja sama desa; 

d. rencana investasi yang masuk ke desa; 

e. pembentukan BUM Desa; 

f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan 

g. kejadian luar biasa. 

(3) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 

terdiri atas : 

a. tokoh adat; 

b. tokoh agama; 

c. tokoh masyarakat; 

d. tokoh pendidikan; 

e. perwakilan kelompok tani; 

f. perwakilan kelompok nelayan; 

g. perwakilan kelompok perajin; 

h. perwakilan kelompok perempuan; 

i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan 

j. perwakilan kelompok miskin. 

(4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. 

(5) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
 

 
BAB VII 

HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA 

 
Pasal 24 

(1) Desa berhak: 

a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak 

asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; 

b. menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan 

c. mendapatkan sumber pendapatan. 

(2) Desa berkewajiban: 

a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan 

masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa; 

c. mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan 

e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. 

 

Pasal 25 

(1) Masyarakat desa berhak: 

a. meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta 

mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa; 

b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil; 

c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis 

secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;dan 

d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: 

1. kepala desa; 

2. perangkat desa; 

3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau 

4. anggota lembaga kemasyarakatan desa; dan 

e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan 

ketenteraman dan ketertiban di desa. 

(2) Masyarakat desa berkewajiban: 

a. membangun diri dan memelihara lingkungan desa; 

b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik;  

c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di 

desa; 

d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, 

permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan di desa; dan 

e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. 

 

BAB VIII 

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 

 

Bagian Kesatu 

Pembangunan Desa 

Paragraf 1 

Umum 

 
Pasal 26 

(1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan 
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prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

(2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 
(3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan 

guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 
 

Paragraf 2 

Perencanaan 

 
Pasal 27 

(1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai 

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunan Kabupaten/ Kota. 

(2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun secara berjangka meliputi: 

a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 

6 (enam) tahun;dan 

b. rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun. 

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Desa. 

(4) Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen 

perencanaan di desa. 

(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

(6) Program Pemerintah Provinsi yang berskala lokal Desa dikoordinasikan 

dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. 

(7) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan 

pembangunan Kabupaten/ Kota. 
 

 

Pasal 28 

(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. 

(2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa wajib menyelenggarakan 

musyawarah perencanaan pembangunan desa. 
(3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, 

program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai 

oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat 
Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota. 

(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan 

penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi: 
a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 

b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang 
tersedia; 

c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 

d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk 

kemajuan ekonomi; dan 
e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. 

 
Paragraf 3 

Pelaksanaan 
 

Pasal 29 

(1) Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa. 

(2) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh demerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa 

dengan semangat gotong-royong. 

(3) Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam 

desa. 

(4) Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa. 

(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan 

kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan 

desa. 
 

Paragraf 4 
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa 

 
 

Pasal 30 

(1) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan 

pelaksanaan pembangunan desa. 
(2) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

pembangunan desa. 

(3) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan 

terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan 
badan permusyawaratan desa. 

(4) Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana 
Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan 

melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun 
sekali. 

(5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk 

menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. 
 

 

 

 
 



-15- 

 

Bagian Kedua 

Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan 
Perdesaan 

 

Pasal 31 

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi 

desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

(2) Pemerintah Provinsi wajib mengembangkan sistem informasi desa dan 

pembangunan kawasan perdesaan. 
(3) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber 

daya manusia. 
(4) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta 

informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan 
pembangunan kawasan perdesaan. 

(5) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola 

oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan 
semua pemangku kepentingan. 

(6) Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan 

pembangunan Kabupaten/Kota untuk desa. 

 
BAB IX 

BADAN USAHA MILIK DESA 
 

Pasal 32 

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM 
Desa. 

(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-

royongan. 
(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau 

pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 33 

(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa. 

(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 

 

Pasal 34 

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: 

a. pengembangan usaha; dan 

b. pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian 
bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, 

dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa. 
 

Pasal 35 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah 

Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: 

a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; 
b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan 

c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di 

desa. 
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BAB X 

KERJASAMA DESA 
 

Bagian Kesatu  
Umum 

 

Pasal 36 

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja 

sama dengan pihak ketiga. 
 

Bagian Kedua 

Kerja Sama Antar-Desa 
 

Pasal 37 

(1) Kerja sama antar-desa meliputi: 

a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk 
mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; 

b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat antar-desa; dan/atau 
c. bidang keamanan dan ketertiban. 

(2) Kerja sama antar-desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala 

Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-desa. 
(3) Kerja sama antar-desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-desa 

yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. 

(4) Musyawarah antar-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
membahas hal yang berkaitan dengan: 

a. pembentukan lembaga antar-desa; 

b. pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat 

dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-desa; 
c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan 

antar-desa; 

d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan desa, antar-desa, dan 
kawasan perdesaan; 

e. masukan terhadap program pemerintah daerah tempat desa tersebut 

berada; dan 
f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama 

antar-desa. 

(5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-desa, badan kerja sama 
antar-desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan 

kebutuhan. 

(6) Dalam pelayanan usaha antar-desa dapat dibentuk BUM Desa yang 

merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih. 
 

Bagian Ketiga 

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga 
 

Pasal 38 

(1) Kerja sama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat 
dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan  

pemberdayaan masyarakat desa.  
(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimusyawarahkan dalam musyawarah desa. 
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BAB XI 

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA 
 

Bagian Kesatu 
Lembaga Kemasyarakatan Desa 

 

Pasal 39 

(1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam 

membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 
dan pemberdayaan masyarakat desa. 

(2) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra 

pemerintah desa. 
(3) Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan 

masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. 
(4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah 

wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan 
yang sudah ada di desa. 

 

Bagian Kedua 
Lembaga Adat Desa 

 

Pasal 40 

(1) Pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat 

desa. 
(2) Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi 

bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas 
prakarsa masyarakat desa. 

(3) Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, 
melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud 

pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. 

 
 

BAB XII 

KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT 
 

Bagian Kesatu 

Penataan Desa Adat 
 

Pasal 41 

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan 

penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa 

Adat. 
 

Bagian Kedua 

Kewenangan Desa Adat 
 

Pasal 42 

Kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi: 
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a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan 

asli; 
b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; 

c. pelestarian nilai sosial budaya desa adat; 

d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku 
di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi 

manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; 

e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat 

berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan 

g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi 
sosial budaya masyarakat desa adat. 

 

Pasal 43 

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 

berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a 

dan huruf b serta Pasal 42 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan 
memperhatikan prinsip keberagaman. 

 

Pasal 44 

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan 
tugas lain dari Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan huruf d diurus oleh 

Desa Adat. 
Pasal 45 

(1) Penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada Desa Adat meliputi 

penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan 
desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan 

masyarakat desa adat. 

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.  

 

Bagian Ketiga 

Pemerintahan Desa Adat 

 

Pasal 46 

Pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa adat dilaksanakan 

sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di desa adat 

yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adat 

dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
Pasal 47 

Pemerintahan desa adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan 

musyawarah desa adat sesuai dengan susunan asli desa adat atau 
dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat desa adat. 

 

Pasal 48 

(1) Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala 
Desa Adat berdasarkan hukum adat.  

(2) Ketentuan mengenai susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan 

masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat sebagaimana 
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di maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.  

Bagian Keempat 
Peraturan Desa Adat 

 

Pasal 49 

Peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat 

istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 50 

(1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 hanya berlaku untuk Desa Adat. 
(2) Ketentuan tentang desa berlaku juga untuk desa adat sepanjang tidak 

diatur dalam ketentuan khusus tentang desa adat. 

 
BAB XIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 51 

(1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan 

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. 

(2) Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat 
mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. 

(3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberdayakan 

masyarakat desa dengan: 
a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan 

pertanian masyarakat desa; 
b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui 

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan 

c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada 
di masyarakat desa. 

(4) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, 

dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. 

 

Pasal 52 

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) meliputi: 
a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka 

penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur desa; 

b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian 
alokasi dana desa; 

c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan 

perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga 
kemasyarakatan; 

d. melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa; 

e. melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa melalui 

bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; 
f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; 

g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan 
oleh desa; 
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h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam 
pembiayaan desa; 

i.   melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka 

penataan wilayah desa; 
j.   membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan 

masyarakat hukum adat sebagai desa; dan 

k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa 

Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama  antar- desa. 

 

Pasal 53 

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 
meliputi: 

a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan 

Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa;  
b. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan 

Kepala Desa; 

c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan 
partisipatif; 

d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa; 

e. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa; 

f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa; 
g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa; 

h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 
i.   menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, 

badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan 

lembaga adat; 
j.  memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, 

lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; 

k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan; 

l.   melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan 

keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; 

m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja 

sama antar-desa; dan 

n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala 

Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 54 

(1) Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap 

diakui sebagai desa. 

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang 

penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya. 

(3) Penetapan desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 
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(4) Setelah peraturan daerah ini berlaku, paling lambat 2 (dua) tahun 

Pemerintah Kabupaten/Kota bersama pemerintah desa melakukan 

inventarisasi aset desa. 

Pasal 55 

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang sudah ada wajib 

menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 56 
(1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai 

habis masa jabatannya. 

(2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan peraturan 

daerah ini. 

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap 

menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaanya. 

 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 57 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling 

lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.  

 

Pasal 58 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Provinsi Maluku.  
 

 
Ditetapkan di Ambon 

pada tanggal 13 Mei 2019  

 
GUBERNUR MALUKU, 

 

 

              ttd 
    

     MURAD ISMAIL 

 
Diundangkan di Ambon,  

pada tanggal 13 Mei 2019 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, 

 

 
            ttd 

HAMIN BIN THAHIR 

 

    LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR  4 
 

    NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (9-115/2019) 
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PENJELASAN 

A T A S 

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU 

NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PEMERINTAHAN DESA 

 

I. UMUM  

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, 

Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori 
Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” 

dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di 

Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-
daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap 

sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia 

menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala 

peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-
hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap 

diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan 

nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding 
fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. 
Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat 

homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan 

pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum 
dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. 

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi 

pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang 

menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat 

(7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka 

kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam system pemerintahan 
Indonesia. 

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat 
dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18 b ayat (2) yang berbunyi 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. 

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan 

tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok 

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk 

Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik 
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Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum 

dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang 

hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa 
dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan 

pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan 
masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi 

masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga 

menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial 

budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Peraturan Daerah ini disusun dengan semangat penerapan amanat 
konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan 

ketentuan Pasal 18 b ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan 
kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. 

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community 
dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat 

yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian 

rupa menjadi desa dan desa adat. desa dan desa adat pada dasarnya 

melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah 
dalam pelaksanaan hak asal¬usul, terutama menyangkut pelestarian sosial 

desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian 

adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum 
adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan 

asli. 

Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan 

desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah 

Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat 

perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh sebab 
itu, di masa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah 

desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, 

pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan 
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status 

yang sama seperti itu, desa dan desa adat diatur secara tersendiri dalam 

Peraturan Daerah ini.  

II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 
 Cukup jelas. 

Pasal 3 

Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam 

sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Pasal 4 

Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, 

kewenangan, duplikasi kelembagaan antara desa dan desa adat dalam 

1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat desa atau 

desa adat.  Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara desa dan 

desa adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis desa 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “perubahan status” adalah 

perubahan dari desa menjadi kelurahan dan perubahan 

kelurahan menjadi desa serta perubahan desa adat 

menjadi desa. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “penetapan desa adat” adalah 

penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa 

adat yang telah ada untuk yang pertama kali oleh 

Kabupaten/Kota menjadi desa Adat dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pembuatan peta batas wilayah desa harus menyertakan instansi 

teknis terkait. 

Pasal 10 

Yang dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat desa” adalah 

hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan 
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masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 11 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang 

merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau 
prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan 

kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi 

masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, 
tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan 

masyarakat desa. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala desa” adalah 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu 

dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena 

perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain 

tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, 

saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, 

sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung 

desa, dan jalan desa. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam 

negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan 

perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” 
adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan 

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan 

desa. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas 

yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang 
aspiratif, akomodatif, dan selektif. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang 

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
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penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang 
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang 

mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf h 
Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus 

berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. 
Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus 

tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang 

menegaskan bahwa di dalam penetapankebijakan harus 

memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat 

desa. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok 

masyarakat tertentu. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa 

dan unsur masyarakat desa. 

Pasal 17 

Penyebutan nama lain untuk Kepala Desa dan perangkat desa dapat 

menggunakan penyebutan di daerah masing-masing. 

Pasal 18 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 
Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa 

diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan 
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oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 
Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Musyawarah desa merupakan forum pertemuan dari seluruh 

pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk 

masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap 

penting dilakukan oleh pemerintah desa dan juga menyangkut 

kebutuhan masyarakat desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi 

perangkat pemerintah desa dan lembaga lain dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara 

lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh 

pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, 

kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok 

masyarakat miskin. 

Ayat (2) 

Huruf a 
Dalam hal penataan desa, musyawarah desa hanya 

memberikan pertimbangan dan masukan kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 
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Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 
Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 
Pasal 32 

Ayat (1) 

BUM Desa dibentuk oleh pemerintah desa untuk 

mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan 
perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber 

daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa. 
BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan 

badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. 

Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha 
bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di 

samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan 

desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUM 
Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, 

perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. 

Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUM Desa 

dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat 
desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan 

pinjam.  

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk 

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUM 

Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam 

mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha 

dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat 

dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan 

hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 
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Pasal 34 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
Pasal 35 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk 

penyediaan sumber daya manusia pendamping dan 

manajemen. 
Huruf c 

Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 
Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 
Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 
Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang 

sudah ada saat ini menjadi desa adat hanya dilakukan untuk 1 (satu) 

kali. 
Pasal 42 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “susunan asli” adalah sistem organisasi 
kehidupan desa adat yang dikenal di wilayah masing-masing. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “ulayat atau wilayah adat” adalah 

wilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum adat. 
Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Pasal 43 

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan 
pemerintahan desa adat yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok 

masyarakat tertentu. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 
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Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 
Pasal 51 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk 

penyediaan sumber daya manusia pendamping dan 
manajemen. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 
Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 
Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 

 Cukup jelas. 
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